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Mengingat 

BUPATI WONOGIRI, 
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan negara yang hers· ban 

bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, maka ;~ap 
penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kah fen 
Wonogiri berkewajiban untuk melaporkan dan mengum 
kekayaannya sebelum, selama, dan setelah memangku jahft ; 

b. bahwa Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 48 Tahun 2019 t~f tang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 22 un 
2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Ke I y 
Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kah ten 
Wonogiri perlu disesuaikan karena terdapat penam 
penyelenggara negara yang wajih melaporkan harta kekaya 
sehingga perlu ditinjau kembali; 

c. hahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudj 
a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati td ~g 
Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Wonogiri No 22 
Tahun 201 7 ten tang Penyampaian Laporan Harta Ke y an 
Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kah rd.ten 
Wonogiri; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemhe!\_tu an 
Daerah-daerah Kahupaten Dalam Lingkungan Propinsi Dj wa 
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Norn r 2); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyele 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi [ 
Nepotisme (Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 1 99 
Nomor 75, Tambahan Lernbaran Negara Republik Ind sia 
Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-U d g 
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan ~ak 
Pidana Korupsi [Lembaran Negara Republik Indonesia un 
2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Re u lik 
Indonesia Nomor 4250); 

Menimhang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENTANG 
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 22 TAH 

2017 TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARfA KEKAYAAN PENYELENGG 
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

PERATURAN BUPATI WONOGIRI 

NOMOR 15 TAHUN 2023 

BUPATI WONOGIRI 

PROVINS! JAWA TENGAH 



3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pember_J~ 
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik In'::~t. 
Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Re u lik 
Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah bebera · 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 t p~g 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran '.f ara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Le an 
Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang si 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Le 
Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No o~ 19 
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang ~fllor 
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak ·!a 
Korupsi ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 19 
Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind n sia 
Nomor 6409); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatu 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Le 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tam 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peme · 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 t g 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-U d g 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi U ~g­ 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 23 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind ~ sia 
Nomor 6856); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Per 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomo 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor I 39) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir d n an 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang 
Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind 
Nomor 6623); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pero [n an 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan ~ ah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Norn 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 1; 

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 t g 
Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberap 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Re 
Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedu 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 t 
Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
2020 Nomor 1409); 



11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 t 1itl g 
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita ~f: ara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana t lah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 iun 
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam e eri 
Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberh~ ian 
Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 17 
Nomor 1222); 

12.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tab 
tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Peme · s an 
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Re u lik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah Iu ah 
dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantas 
Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pend an, 
Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyele~ ara 
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2020 o or 
572); 

13.Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahunl 2 16 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabu P ten 
Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 12 16 
Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten W h giri 
Nomor 156); 

14.Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 t 
Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Per 
Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten W 
Tahun 2016 Nomor 58) sebagaimana telah diubah bebera 
terakhir dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 66 Tab 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri o or 
58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata K rja 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita ttah 
Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 66); t 

15.Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 22 Tahun 2017 t g 
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Neg di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita ah 
Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 23) sebagaiman t lab 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati W 
Nomor 90 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Per 
Bupati Wonogiri Nomor 22 Tabun 2017 tentang Penyarnpai 
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lin 
Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kah 
Wonogiri Tahun 2021 Nomor 92); 

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara or,or 
SE/03/M.PAN/01/2005 tanggal 20 Januari 2005 perihal lo,ran 
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; f 

2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara o or 
SE/05/M.PAN/4/2006 tanggal 21 April 2006 tentang a an 
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; 

3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara o or 
SE/ 16/M.PAN/ 10/2006 tanggal 13 Oktober 2006 tentang ~n ak 
Lanjut Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyele ara 
Negara; 

4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara for 
SE/01/M.PAN/ 1/2008 tanggal 9 Januari 2008 t~f g 
Peningkatan Ketaatan Laporan Harta Kekayaan PenyeleI} ara 
Negara Untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam .Jaba ; 

Memperhatikan 



MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT I~ AS 
PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 22 TAHUN 2017 TE~T· G 
PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGj~ 
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOQI . 

Pasal I ~I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 2 
Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekaya 
Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupatrrn 
Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Norr1fr 
23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir deng 
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 90 Tahun 2021 ten g 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 2 
Tahun 201 7 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekay 
Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupat n 
Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 No or 
92), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

l. Ketentuan Pasal 2 ctiubah sehingga berbunyi sebagai be~!: 

Pasal 2 '' 
Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHK]RN 
adalah sebagai berikut : 11 
1. Bupati dan Wakil Bupati; 
2. Seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; 
3. Seluruh Pejabat Administrator; 
4. Seluruh Pejabat Pengawas; 
5. Seluruh Pejabat Auditor, dan Pengawas Penyelenggara 

Urusan Pemerintahan di Daerah di lingkungan Inspekto at 
Kabupaten Wonogiri; 

6. Seluruh Pejabat pada Kelompok Kerja Pemilihan Pengad 
Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Wonogiri; 

7. Ajudan dan/ atau jabatan lain yang ditunjuk melaksanak 
tugas sebagai Ajudan Bupati dan Ajudan Wakil Bupati; 

8. Staf Khusus, yaitu pejabat fungsional umum y 
berkedudukan sebagai Pegawai ASN atau Pegawai Non A 
yang secara khusus diangkat oleh Bupati yang bertug s 
membantu Bupati dalam bidang politik, pemerintah , 
ekonomi, hukum, keuangan, dan hubungan antar lemba f; 

9. Seluruh Kepala Desa di lingkungan Pemerintah Kabupat :r 
Wonogiri. 

Menetapkan 

,, 
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nd r 5 

Tahun 2012 tanggal 28 Maret 2012 tentang Kew ~i an 
Penyampaian dan Sanksi Atas Keterlambatan Penyar ... ..,q..& 

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Ling 
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; 

6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negar 
Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peny 
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara; 

7. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Norn 
700/0000702/2019 tanggal 14 Januari 2019 perihal Pen 
Wajib LHKPN di Lingkungan Kabupaten/Kota se-Jawa Ten 

8. Pedoman Penilaian Pencegahan Korupsi Pemerintah 
Melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2023; 



II I 

II I 

II I 

(2) Pengelolaan LHKPN bagi Kepala Desa ditugaskan kepada 
Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan 
pemberdayaan masyarakat dan desa serta melaporkan 
pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah Kabupaten Wonogiri selaku Ketua Tim Pengelolaan 
LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri. 

(3) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) menetapkan Administrator Unit Kerja e-LHKPN 
yang bertugas untuk : 
a. mengelola Aplikasi e-LHKPN bagi Kepala Desa; 
b. membuatkan akun Kepala Desa selaku wajib LHKPN; 
c. melakukan koordinasi dengan Administrator lnsial?:5~ 

Aplikasi e-LHKPN Pemerintah Kabupaten Won~~ 
dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan 
Kepala Desa dalam melaporkan harta kekayaannya; 

d. melakukan pemutakhiran data Kepala Desa melalui 
aplikasi e-LHKPN paling lambat tanggal 15 Desem~r 
setiap tahun. 1- 

(4) Menugaskan APIP untuk melakukan pengawasan terhadap 
kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN dengan 
berkoordinasi dengan Tim Pengelolaan LHKPN di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri. 

(1) Pengelolaan LHKPN ditugaskan kepada Tim Pengelolaan 
LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri 
untuk: 
a. berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan 

evaluasi terhadap kepatuhan Penyelenggara Negara! 
dalam melaporkan dan mengumumkan harta 
kekayaannya; 

b. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan 
jabatan Penyelenggara Negara kepada KPK palingi 
lambat tanggal 15 Desember setiap tahun; 

c. melakukan pemutakhiran data sebagaimana huruf b ke 
dalam Aplikasi e-LHKPN. 

d. membuat akun Administrator Unit Kerja Aplikasi 
e-LHKPN. 

Pasal 8 

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 



2023 

Ditetapkan di Wonogiri 
pada tanggal 11 April 2023 

{BUPATI WONOGIRI, t 

,J, ~EN WONOGIRI, 

tr~~~;~ 
~\.- SERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRl TAHUN 

'i NOMOR 15 

SEKRETARIS DAERAH 

Diundangkan di Wonogiri 
pada tanggal 11 April 2023 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Serita Daerah Kabupaten Wonogiri. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 

II Pasal II 


